Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Cipta Kerja

" 5 (Lima) Perubahan Substansi
5 Perubahan Substansi dalam Perppu Cipta Kerja
Dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah

Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya (alih daya/outsourcing)

untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah; Perubahan Frasa ‘Cacat’ menjadi
‘Disabilitas’; Pengaturan mengenai

/ Upah Minimum.

JAMINAN PRODUK HALAL (SERTIFIKASI HALAL)

Perluasan pemberi fatwa halal; Penegasan
pernyataan halal bagi UMK dalam pelaksanaan
kewaijiban sertifikat halal; Penetapan kehalalan

produk UMK melalui pernyataan halal dilakukan
dalam jangka waktu 1 hari oleh Komite Fatwa
Produk Halal; Sertifikasi halal bagi UMK melalui
pernyataan halal tidak dikenai biaya; dst

PERPAJAKAN

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
dan perubahannya: Subjek Pajak; Pemotongan (Tarif)
Pajak PPh Pasal 26; UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN
& PPnBM dan perubahannya: Jenis penyerahan Barang
Kena Pajak dan Faktur Pajak; Ketentuan mengenai pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD

(Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah).

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai
berdasarkan persetujuan oleh Pemerintah
(mendukung penyelesaian Pemberantasan Sarang
Nyamuk (PSN) untuk bendungan, waduk, dam,
embung dll); Sanksi pidana bagi yang melakukan
pelanggaran kegiatan sumber air berupa pengalihan
alur sungai tanpa persetujuan; Sanksi pidana atas
kelalaian melakukan kegiatan sumber air berupa
pengalihan alur sungai tanpa persetujuan.

PERBAIKAN KESALAHAN PENULISAN

Huruf yang tidak lengkap/saltik (contoh: Pasal 23
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi yang diperbaiki di Perppu Cipta
Kerja Pasal 40); Rujukan Pasal atau Ayat yang tidak
tepat (contoh: Pasal 6 UU Cipta Kerja yang diperbaiki
di Perppu Cipta Kerja Pasal 6); dst.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sebagai langkah
strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan
dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan,
pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan kemudahan berusaha.

Yuk, simak selengkapnya di infografis berikut ini!



